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Zakat is an obligation for a capable Muslim, while tax is also an obligation
borne by every citizen. Meanwhile, zakat and taxes are two instruments that have the
same function, which is to perform the income distribution function and overcome the
poverty of its citizens. If the Muslim community in Indonesia pays these two obligations
completely, then it will add a burden to the Muslim community in Indonesia. Therefore,
Muslims in Indonesia who have paid zakat may be subject to a deduction of the tax
burden so that Indonesian Muslim societies do not have double burden of obligation in
their country. This study aims to determine the difference in the average number of
muzakki in Institute Amil Zakat YDSF Surabaya before and after the policy of income
tax deduction for paying zakah. Furthermore, the purpose of this study is to know the
perception of opinion muzakki about the policy of deduction of income tax burden for
zakat payer in YDSF Surabaya. This type of research is field research using
triangulation method. The triangulation method is used to reinforce the data under
study. And to identify components through quantitative data analysis and then collect
qualitative data to expand the available information. The results showed that the
average value of muzakki before this policy was 1523.37, while the mean value of
muzakki after the policy was 1413.35. The difference indicates that the average amount
of muzakki before the policy of reducing the tax burden is greater than the average
amount of muzakki after the policy of reducing the tax burden. That is, the number of
muzakki in zakat amil institutions decreased after the implementation of the policy of
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reducing the tax burden for the payers of zakat. The perception of muzakki regarding
the existence of this policy is that this policy does not have a significant effect on the
tax burden they have, because the amount of tax burden reduced by zakat only slightly.
Keywords: income tax, zakah, tax deductions
Abstrak
Zakat merupakan suatu kewajiban bagi umat muslim yang mampu, sedangkan
pajak juga merupakan suatu kewajiban yang ditanggung oleh setiap warga Negara.
Sementara itu, zakat dan pajak merupakan dua instrument yang mempunyai fungsi
yang sama, yaitu melakukan fungsi distribusi pendapatan dan mengatasi kemiskinan
warga Negaranya. Apabila masyarakat muslim di Indonesia membayar dua kewajiban
tersebut dengan sepenuhnya, maka hal tersebut akan menambah beban bagi masyarakat
muslim di Indonesia. Oleh karena itu, umat muslim di Indonesia yang telah membayar
zakat dapat dikenakan potongan beban pajak agar masyarakat muslim Indonesia tidak
mempunyai beban kewajiban yang berganda dalam hidup di Negaranya. Penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan rata-rata jumlah muzakki di Lembaga Amil
Zakat YDSF Surabaya sebelum dan sesudah adanya kebijakan pemotongan beban
pajak penghasilan bagi pembayar zakat. Selanjutnya, tujuan penelitian ini adalah
mengetahui persepsi pendapat muzakki tentang adanya kebijakan pemotongan beban
pajak penghasilan bagi pembayar zakat di YDSF Surabaya. Jenis penelitian ini adalah
penelitian lapangan dengan menggunakan metode triangulasi. Metode triangulasi
digunakan untuk memperkuat data yang diteliti. Dan untuk mengidentifikasikan
komponen melalui analisis data kuantitatif dan kemudian mengumpulkan data kualitatif
guna memperluas informasi yang tersedia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, nilai
rata-rata jumlah muzakki sebelum adanya kebijakan ini adalah 1523.37, sedangkan
nilai rata-rata jumlah muzakki sesudah adanya kebijakan ini adalah 1413.35.
Perbedaan menunjukkan bahwa, jumlah rata-rata muzakki sebelum adanya kebijakan
pengurangan beban pajak lebih besar dari pada jumlah rata-rata muzakki sesudah
adanya kebijakan pengurangan beban pajak. Artinya, jumlah muzakki di lembaga
amil zakat mengalami penurunan setelah diberlakukannya kebijakan pengurangan
beban pajak bagi pembayar zakat. Adapun, Persepsi para muzakki tentang adanya
kebijakan ini adalah bahwasannya kebijakan ini tidak berpengaruh signifikan terhadap
beban pajak yang mereka miliki, karena jumlah beban pajak yang dikurangi oleh
zakat hanya sedikit.
Kata Kunci: Pajak Penghasilan, Zakat, Pengurang Pajak.
(Kampus Pusat UNIDA Gontor, Jl. Raya Siman Km. 06, Ponorogo Jawa Timur,
63471).
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Pendahuluan
Indonesia merupakan Negara yang mayoritas penduduknyaberagama islam. Warga Negara Indonesia mempunyaikewajiban untuk membayar pajak dan bagi seorang muslim
mempunyai kewajiban juga untuk membayar zakatnya. Dualisme
pemungutan ini pada gilirannya tentu menyulitkan pemilik harta
atau pemilik penghasilan. Dengan diberlakukannya UU 38 Tahun
1999 dan UU Nomor 17 Tahun 2000, secara eksplisit diakui adanya
perbedaan antara zakat dengan pajak. Pada akhirnya, Pemberlaku-
an dua undang-undang tersebut memisahkan dengan tegas antara
kewajiban menunaikan zakat bagi umat islam dan kewajiban pajak
bagi wajib pajak.1
Zakat merupakan suatu kewajiban bagi seluruh umat
muslim yang mampu, sedangkan pajak juga merupakan suatu
kewajiban yang dibebankan kepada seluruh warga Negara yang
telah memenuhi syarat. Sementara itu, zakat dan pajak merupakan
dua instrument yang mempunyai fungsi  yang sama, yaitu meng-
atasi kemiskinan warga Negaranya. Apabila masyarakat muslim
Negara Indonesia membayar dua kewajiban tersebut dengan
sepenuhnya, maka akan menambah beban bagi masyarakat
muslim di Indonesia. Maka, seharusnya bagi umat muslim
Indonesia yang telah membayar kewajiban zakatnya, dikenakan
potongan beban pajak agar masyarakat muslim Indonesia tidak
mempunyai beban kewajiban yang berganda dalam hidup di
Negaranya.2
Pada dasarnya, baik pajak maupun zakat memiliki per-
samaan yaitu tujuan yang sama untuk menyelesaikan masalah
ekonomi dan keduanya telah diatur agar dapat dikelola menurut
cara yang dianggap tepat untuk mencapai tujuan, yaitu dengan
menyetorkan pembayarannya ke lembaga resmi yang sudah
disahkan pemerintah. Selain itu tidak semua orang dikenakan
kewajiban dua pungutan ini, semuanya dikembalikan kepada batas
minimum untuk dikenakan kewajiban menjadi wajib pajak dan
zakat.3
1 Noor Aflah,Arsitektur Zakat Di Indonesia,Cetakan Pertama. ( Jakarta: Universitas
Indonesia/UI-PRESS,2009 ), p. 74.
2  Ibid, p. 73.
3 Erikson Wijaya, Tinjauan Singkat Pajak dan Zakat, diambil dari situs http://
www.pajak.go.id/content/article/tinjauan-singkat-pajak-dan-zakat, diakses tanggal 15
oktober 2015 pukul 09:31 WIB.
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Untuk mengetahui semua permasalahan-permasalahan
diatas dan untuk mengetahui dampak kebijakan pengurangan
beban pajak bagi pembayar zakat terhadap muzaki, peneliti akan
melakukan studi kasus di Lembaga Amil Zakat Yayasan Dana Sosial
Al-Falah Surabaya. Karena Lembaga Amil Zakat ini merupakan
salah satu Lembaga yang di tunjuk oleh pemerintah dari 19 Badan
Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat di Indonesia. Dan LAZ
Yayasan Dana Sosial Al- Falah ini harus mempunyai bukti
pembayaran zakat bagi muzaki yang juga wajib pajak.4
Dari uraian diatas, maka peneliti ingin meneliti tentang
tingkat muzakki sebelum dan sesudah adanya pengurangan beban
pajak pembayar zakat. Oleh karena itu, peneliti mengambil judul
“Analisis Pengaruh Kebijakan Pengurangan Beban Pajak
Penghasilan bagi Pembayar Zakat terhadap Tingkat Muzakki di




Definisi pajak menurut para pakar keuangan, ialah
kewaajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus
disetorkan kepada Negara sesuai ketentuan, tanpa mendapatkan
prestasi dari Negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-
pengeluaran umum di satu tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai
oleh Negara.5
Pembagian pajak menurut tipenya dibagi menjadi dua, yaitu
pajak langsung  dan pajak tidak langsung, sedangkan pengertian-
nya adalah sebagai berikut:
a. Pengertian pajak langsung ditinjau dari segi tata usaha Negara
adalah pajak yang dikenakan berdasarkan atas surat ketetapan
pajak dan pengenaanya secara berkala. Sedangkan ditinjau dari
segi ekonomi, pajak langsung adalah pajak yang beban pajaknya
tidak dapat digeserkan atau dilimpahkan kepada orang lain.
4 Majalah Al-Falah, Zakat Ringankan Beban Pajak, diambil dari situs http://
www.ydsf.or.id/ftpmedia/AlFalah/edisi2014/majalah%20donatur%20Al%20
Falah%20316%20edisi%20Juli%202014.pdf, diakses pada tanggal 7 November 2015 pukul
12:15 WIB
5 . 997.
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Contoh dari pajak langsung adalah pajak pendapatan, pajak
kekayaan, pajak perseroan, pajak rumah tangga.
b. Adapun pengertian pajak tidak langsung menurut interprestasi
tata usaha Negara adalah pajak yang pemungutannya tidak di-
lakukan berdasarkan atas surat ketetapan pajak dan pengenaan-
nya tidak dilakukan secara berkala. Sedangkan dalam arti
ekonomi yang dimaksud pajak tidak langsung adalah pajak
yang beban pajaknya dapat digeserkan atau dilimpahkan
kepada orang lain. Contoh dari pajak tidak langsung adalah
pajak penjualan, bea masuk, cukai, bea materai, bea balik nama
kendaraan bermotor, bea lelang, pajak pertambahan nilai.6
Adapun menurut pemungutan dan pengelolaannya, pajak
dapat dibagi menjadi dua bagian, adapun pembagiannya adalah
sebagai berikut:
a. Pajak pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat
dan hasil dari pemungutan tersebut digunakan untuk mem-
biayai rumah tangga Negara.
Adapun contoh dari pajak pusat adalah: Pajak Penghasilan,
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Bawang
Merah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.
b. Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah
daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai rumah tangga
daerah.
Adapun contoh dari pajak daerah adalah: pajak reklame,
pajak hiburan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkotaan dan
pedesaan.7
2. Pajak Penghasilan
Definisi dari Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang
dikenakan terhadap subjek pajak atau penghasilan yang diterima
atau diperoleh dalam satu tahun pajak. Pajak penghasilan adalah
kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi
atau badan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang
diterima wajib pajak dalam negeri ataupun luar negeri yang dapat
dipakai konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak dengan
6 Suparmoko, Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktik, Cetakan Pertama.
(Yogyakarta:BPFE,2011), p. 168.
7 Waluyo,Perjakan Indonesia Edisi 11, Cetakan Pertama. (Jakarta : Salemba Empat,
2014), p. 12.
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nama dan bentuk apapun dengan merujuk pada undang-undang
pajak penghasilan sebagaimana telah diubah beberapa kali dan
terakhir dengan undang-undang Nomor 36 tahun 2008.8
Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas
penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.
Pengertian subjek pajak diartikan sebagai orang atau badan atau
pihakk yang dituju oleh undang-undang untuk dikenai pajak.
Pengertian subjek pajak meliputi orang pribadi, warisan yang
belum terbagi sebagai satu kesatuan, badan, dan bentuk usaha
tetap.Yang menjadi subjek pajak adalah:
a. 1) orang pribadi
2) warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan
menggantikan yang berhak
b. Badan terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer,
perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk
apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan,dll.
c. Bentuk Usaha Tetap (BUT).9
Adapun yang tidak termasuk dalam subjek pajak adalah
sebagai berikut:
a. Kantor perwakilan Negara.
b. Pejabat-pejabat perwakilan diplomati dan konsulat atau pejabat-
pejabat lain dari Negara asing, dan orang-orang yang diper-
bantukan kepada mereka yang bekerja pada mereka dan
bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat bukan
warga Negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau
memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaan
tersebut, serta Negara yang bersangkutan memberikan
perlakuan timbal balik.
c. Organisasi-organisasi internasional degan syarat Indonesia
menjadi anggota organisasi tersebut dan tidak menjalankan
usaha atau melakukan kegiatan lain untuk memperoleh
penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada
pemerintah yang dananya berasal dari iuran anggota.
d. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional dengan
syarat bukan warga Indonesia dan tidak menjalankan usaha
8 Muhammad Arifudin, Pengertian Pajak, diambil dari situs http://
muhammadarifudin.blogspot.co.id/2012/09/pengertian-pajak.html, diakses tanggal 16
Oktober pukul 23.05 WIB.
9 Mardiasno ,Perpajakan Edis Revisi, Edisi 17. ( Yogyakarta : CV Andi Offset,2011),
p. 156.
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atau melakukan kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh
penghasilan dari Indonesia. Organisasi internasional yang tidak
termasuk subjek pajak ditetapkan dengan keputusan Mentri
Keuangan.10
Adapun batasaan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) di
Negara Indonesia pada saat ini meningkat dari Rp 24,3  juta menjadi
Rp 36 juta per tahun. Keputusan untuk meningkatkan batasan
penghasilan tidak kena pajak itu tertuang dalam Peraturan Mentri
Keuangan (PMK) Nomor :122/PMK.010/2015 tentang penyesuaian
besarnya penghasilan tidak kena pajak, yang ditandatangani oleh
mentri keuangan Bambang Brodjonegoro pada 29 Juni 2015. Pasal
1 PMK itu menyebutkan, besarnya penghasilan tidak kena pajak
disesuaikan menjadi sebagai berikut:11
Tabel 2.1 Jumlah PTKP
Sumber: Peraturan Mentri Keuangan Tentang Pajak Penghasilan
Keterangan:
TK : Tidak Kawin
K : Kawin
K/I : Kawin, istri mempunyai penghasilan yang digabung
dengan penghasilan suami
10  Waluyo, op.cit., p. 102.
11 Menteri Keungan Republik Indonesia, Peraturan Mentri Keuangan Tentang Pajak
Penghasilan, Nomor 122/PMK. 010/2015 Pasal 1.
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Sementara penghasilan yang tidak termasuk sebagai objek
pajak yang telah dijelaskan pada pasal 4 ayat 3, adalah sebagai berikut:
a. 1) Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima
oleh badan amil zakat yang diterima oleh badan amil zakat
atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh
pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang
berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi
pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh
lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh
pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan
yang berhak yang ketentuannya diatur dengan atau
berdasarkan peraturan pemerintah
2) harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam
garis lurus satu derajat.
b. Warisan.
c. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai
pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.
d. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi.
e. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang
pendiriannya telah disahkan oleh mentri keuangan, baik
dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.12
3. Zakat
Kata zakat berasal dari kata zakat yang merupakan isim
masdar, secara etimologis mempunyai beberapa arti yaitu suci,
tumbuh, berkah, terpuji, dan berkembang. Adapun secara
terminologis zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan
Allah diserahkan kepada orang – orang yang berhak. Menurut
Undang-undang tentang pengelolaan zakat, pengertian zakat adalah
harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang
dimiliki oleh orang muslim sesuai ketentuan agama untuk diberikan
kepada yang berhak menerima.13
Adapun  pembagian jenis zakat yang telah disebutkan di
dalam pandangan zakat kontemporer sesuai fatwa zakat inter-
nasional di Kuwait pada tanggal 29 Rajab 1404 H/30 April 1994
adalah sebagai berikut:14
12 Waluyo, op.cit., p 111.
13 .3
14 H. M. Subki Risya, Zakat Untuk Pengentasan Kemiskinan, Cetakam Pertama.
(Jakarta: PP. LAZIS NU, 2009), p. 24.
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a. Zakat perusahaan dan saham
Zakat perusahaan dan saham merupakan suatu hal yang wajib
dalam pandangan islam. Sedangkan landasan kewajiban zakat
perusahaan dan saham bersandarkan pada dalil yang bersifat
umum. Seperti yang tertulis dalam firman allah SWT. “ wahai
sekalian orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah
SWT) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik…” (Q.S Al-
Baqoroh: 276).
b. Zakat profesi
Zakat profesi merupakan zakat atas penghasilan yang diperoleh
dari pengembangan potensi diri yang dimiliki seseorang dengan
cara yang sesuai dengan syariat. Sedangkan landasan kewajiban
zakat profesi berlandaskan pada dalil yang bersifat umum.
Seperti firman Allah SWT: “ dan pada harta-harta mereka ada
hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang
tidak dapat bahagiaan” (Q.S Adz-dzariyat : 19).
4. Zakat Penghasilan
Pengertian dari zakat penghasilan adalah zakat yang berlaku
untuk seorang yang bekerja sebagai karyawan atau pegawai yang
penghasilannya mencapai nisab. Nisabnya, menurut sebagian
ulama adalah 653 kg beras atau sekitar 3.918.00 dengan pendekatan
harga beras per kg adalah 6000. Sedangkan nilai zakatnya adalah
2,5%, dan zakat dikeluarkan pada saat menerima gaji.15 Adapun
pengitungan zakat penghasilan dapat dilakukan dengan dua cara,
yang pertama, menguranginya terlebih dahulu dengan keperluan
hidup minimal untuk diri dan keluarga. Kedua mengalikan seluruh
pendapatan dengan 2,5% dan langsung dikeluarkan zakatnya.
Kedua pendapat ini memiliki kelebihan dan kekurangan.16
Menyalurkan zakat kepada lembaga zakat yang disahkan
pemerintah tanpa memberikan zakat tersebut secara langsung
kepada yang mustahik memiliki keuntangan tersendiri, adapun
beberapa keuntungan tersebut adalah:
15 Dompet Dhuafa, Pengertian Zakat Penghasilan, diambil dari situs http://
www.dompetdhuafa.org/post/detail/711/zakat-penghasilan, diakses pada tanggal 17
November 2015 pukul 22:03 WIB.
16 Syaamil Qur’an, Menghitung Zakat Penghasilan, diambil dari situs http://
syaamilquran.com/menghitung-zakat-penghasilan.html, diakses pada tanggal 17 November
2015 pukul 22:03 WIB.
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a. Menjamin kepastian dan disiplin muzaki dalam membayar
zakat.
b. Untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahik.
c. Memperlihatkan syiar Islam.
d. Untuk mencapai efesiensi dan efektivitas, serta sasaran yang
tepat dalam penggunaan dana zakat meurut skala prioritas.
e. Dapat digunakan untuk kemaslahatan umat Islam secara
umum yang memerlukan dana yang tidak sedikit. Seperti
mengantisipasi upaya pemurtadan dari pihak luar, upaya pem-
binaan kaum duafa baik dari segi ekonomi maupun pendidik-
an, jihad melawan kaum kafir yang memerangi umat islam
sebagaiman yang terjadi dibeberapa wilayah yang ada di
dunia.17
Sementara yang dimaksud dengan lembaga zakat adalah
institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakasa
masyarakat dan oleh masyarakat. (Pasal 7 Angka 1 UU Nomor 38
Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat)18. Lembaga amil zakat
merupakan organisasi yang tumbuh atas dasar inspirasi masyarakat
sehingga pergerakaannya lebih cenderung pada usaha swasta atau
swadaya. Yang menjadi pekerjaan amil zakat paling besar diantara
usaha – usaha lainnya adalah penghimpunan dan pendayagunaan
zakat. Bagi Lembaga zakat, yang menjadi awal usahanya adalah
pengelolaan dan pendistribusian zakat.19
5. Penghitungan Zakat Sebagai Pengurang Beban Pajak
Penghasilan
Adapun contoh penghitungan PPh terutang bagi wajib pajak
orang pribadi yang berstatus sebagai karyawan yang juga membayar
zakat. Misalkan Ahmad Zakaria pada tahun 2010 bekerja pada
perusahaan PT Zamrud Abadi dengan memperoleh gaji setahun
Rp 60.000.000, 00. Ahamad Zakaria menikah dan mempunyai 3
orang anak. PPh pasal 21 terutang yang dipotong oleh PT Zamrud
Abadi untuk tahun 2010 adalah sebagai berikut:
17 Nurul Huda,dkk, Keungan Publik Islam (Pendekatan Teoretis dan Sejarah), Cetakan
Pertama. (Jakarta : Kencana, 2012), p.152.
18  https://en.wordpress.com/tag/pengertian-lembaga-amil-zakat, di akses tanggal
28 Oktober 2015 pukul 11:31 WIB.
19  Purnawarman,http://media-purnawarman.blogspot.co.id/2011/08/fungsi-dan-
kedudukan-lembaga-amil-zakat.html, diakses tanggal 28 Oktober 2015 pukul 11:31 WIB.
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Zakaria mendapatkan penghasilan netto sebesar Rp
60.000.000,00. Kemudian  jumlah Penghasilan Tidak Kena (PTKP)
Ahmad Zakaria sebesar Rp 32.400.000,00, sehingga Penghasilan
Kena Pajak (PKP) Zakaria sebesar Rp 27.600.000,00. Jadi, PPh
terutang pasal 21 milik Ahmad zakaria sebesar Rp 1.380.000,00,
hasil dari 5% dari Rp 27.600.000,00.
Pada tahun 2010, Ahmad Zakaria tidak memiliki penghasil-
an selain penghasilan tersebut. Sebagai orang muslim yang taat,
Ahmad Zakaria membayar zakat profesi kepada BAZNAS. Apabila
Ahmad Zakaria menghendaki zakat yang telah dibayarkan dapat
dikurangkan adalah: Penghasilan netto Ahmad Zakaria sebesar
60.000.000,00. Karena Zakaria menghendaki zakat pengahasilan,
maka Ahmad zakaria membayar 2,5% dari penghasilan netto
tersebut sebesar 1.500.000,00. Dan jumlah penghasilan netto setelah
pengurangan zakat sebesar 58.500.000,00. Kemudian jumlah
Penghasilan Tidak Kena (PTKP) Ahmad Zakaria sebesar Rp
32.400.000,00, Sehingga Penghasilan Kena Pajak Ahmad Zakaria
sebesar 26.100.000,00. Sedangkan PPh terutang Ahmad zakaria
adalah 5% dari 26.100.000,00 yaitu sebesar 1.305.000,00.
Dalam kasus di atas, dengan zakat yang dibayar 1.500.000,
Ahmad Zakaria mendapatkan restitusi pajak sebesar 75.000.20 Dari
uraian ini, peneliti menarik kesimpulan bahwasannya, adanya
kebijakan pengurangan beban pajak penghasilan bagi pembayar
zakat, dapat meringankan beban pajak seorang muzakki yang juga
merupakan wajib pajak. Sehingga pajak yang dibayar lebih rendah
dibandingkan tanpa membayar zakat.
6. Analisa Data
1. Analisis perbedaan rata-rata jumlah muzakki sebelum dan
sesudah kebijakan beban pajak
Untuk mengetahui pengaruh jumlah muzakki sebelum
adanya kebijakan pengurangan beban pajak bagi pembayar zakat
dengan sesudah adanya kebijakan pengurangan beban pajak bagi
pembayar zakat di Lembaga Amil Zakat YDSF Surabaya, peneliti
menggunakan metode paired sample T-test. Tujuannya adalah
20 Dudi Wahyudi, Contoh Penghitungan PPh Bagi Karyawan yang Membayar Zakat
diambil dari situs, http://dudiwahyudi.com/pajak/pajak-penghasilan/contoh-penghitungan-
pph-bagi-karyawan-yang-membayar-zakat.html, diakses tanggal 10 January 2016 pukul
21:13 WIB.
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untuk mengetahui seberapa besar perbandingan jumlah muzakki
di lemabaga amil zakat YDSF Surabaya sebelum dan sesudah
adanya kebijakan pengurangan beban pajak bagi pembayar zakat.
Juga untuk mengetahui seberapa besar perbandingan rata-
rata jumlah muzakki di lembaga zakat YDSF sebelum dan sesudah
adanya kebijakan pengurangan beban pajak bagi pembayar zakat
yang di keluarkan oleh pemerintah Indonesia. Sehingga diharap-
kan, pengelola zakat di lembaga amil zakat YDSF Surabaya dapat
mengetahui seberapa besar perbandingan rata-rata jumlah muzakki
setelah dan sebelum ditetapkannya pengurangan beban pajak bagi
pembayar zakat di Lembaga Amil Zakat YDSF Surabaya oleh
pemerintah.
Untuk menganalisa penelitian ini, peneliti menggunakan alat
bantu SPSS untuk mengetahui hasil dari analisa data tersebut.
Adapun hasil penghitungan peneliti dengan menggunakan alat
bantu tersebut adalah sebagai berikut:
Paired Samples Correlations
Sumber: SPSS 16.00
Korelasi dapat dilihat dari tabel “paired samples correlations”




Berdasarkan tabel paired samples test pada output SPSS,
didapatkan nilai signifikan 0.00, karena nilai signifikan dua sisi (2-
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tailed) adalah 0.00 <  (0.05), maka Ho ditolak, artinya jumlah
muzakki sebelum adanya kebijakan pengurangan beban pajak
bagi pembayar zakat dan sesudah adanya kebijakan pengurangan




Berdasarkan tabel paired samples statistics pada output
SPSS, didapatkan nilai rata-rata tingkat muzakki sebelum adanya
kebijakan pengurangan beban pajak bagi pembayar zakat adalah
1523.37, sedangkan nilai rata-rata tingkat muzakki sesudah adanya
kebijakan pengurangan beban pajak bagi pembayar zakat adalah
1413.35. Artinya, nilai rata-rata tingkat muzakki sebelum adanya
kebijakan pengurangan beban pajak bagi pembayar zakat lebih
tinggi dibandingkan dengan nilai rata-rata tingkat muzakki sesudah
adanya kebijakan pengurangan beban pajak bagi pembayar zakat.
2. Persepsi pengelola zakat tentang kebijakan zakat sebagai
pengurang pajak
Sistem pengurangan beban pajak bagi pembayar zakat di
YDSF Surabaya diberlakukan  pada tahun 2011 yang disahkan
oleh kementrian agama republik Indonesia.21 Awal munculnya
sistem ini di YDSF Surabaya adalah sebagai berikut. Pada tanggal
14 April 1995 tercatatnya YDSF Surabaya sebagai lembaga
keagamaan berdasarkan akta notaris Abdurraaq Ashibile No.61.
Kemudian pada tahun 1995 diperbaharui menjadi akata notaris
Wachid Hasyim No. 61 serta mendapatkan persetujuan dari Mentri
Agama Republik Indonesia No. B.IV/02/HK.03/6276/1989.22
Kemudian, pada tanggal 10 Desember 2001, YDSF Surabaya
dikukuhkan menjadi Lembaga Amil Zakat sesuai surat keputusan
21 Affi Nurhadian, Hasil Wawancara Pengelola Zakat YDSF Surabaya, Surabaya,
19 April 2016, pukul 14.00-15.00 WIB.
22  Surat keterangan kelembagaan YDSF Surabaya.
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menteri agama republik Indonesia No. 523. Selanjutnya, pada
tahun 2011, berdasarkan peraturan direktur jenderal pajak nomor
PER-33/PJ/2011, YDSF Surabaya diresmikan sebagai salah satu
lembaga sebagai penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang
sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.23
Adanya sistem pengurangan beban pajak bagi pembayar
zakat, pada awalnya mempengaruhi kondisi pemasukan dana zakat
di YDSF Surabaya. Setelah adanya sistem ini, pemasukan dana
zakat di YDSF Surabaya mengalami peningkatan karena ber-
tambahnya jumlah muzaki setelah adanya kebijakan ini dari
pemerintah. Pengelola zakat di YDSF Surabaya menginformasikan,
bahwasannya bagi para muzakki YDSF Surabaya yang ingin
mendapatkan keringanan dalam membayar pajaknya, akan
mendapatkan surat keterangan resmi dari YDSF untuk diserehkan
kepada kantor perpajakan sehingga para muzakki mendapatkan
potongan dalam membayar pajaknya.24
Pada tahun 2014-2016, jumlah muzakki beserta pemasukan
zakat di YDSF Surabaya mengalami sedikit pengurangan. Hal ini
disebabkan karena, para muzakki pada waktu itu sudah ber-
anggapan bahwa, walaupun para muzakki mendapatkan keringan-
an dalam membayar pajaknya, akan tapi jumlah yang dikurangkan
beban pajak hanya 5% saja. Sehingga para muzakki belum
merasakan keringanan tersebut. Tidak seperti di Negara Malaysia,
yang mana sistem ini benar-benar meringankan para muzakki,
karena di Negara Malaysia, para muzakki yang telah membayarkan
zakat nya ke lembaga zakat yang disahkan pemerintah tidak perlu
membayar pajak lagi.25
2. Persepsi Muzakki terhadap Kebijakan Zakat sebagai pengurang
pajak
Negara Indonesia sudah menerapkan kebijakan pengurang-
an beban pajak penghasilan sejak tahun 2011. Salah satu lembaga
amil zakat yang diresmikan oleh pemerintah untuk menjalankan
kebijakan ini adalah Lembaga Amil Zakat YDSF Surabaya.26
23  Surat keterangan kelembagaan YDSF Surabaya.
24 Affi Nurhadian, Hasil Wawancara Pengelola Zakat YDSF Surabaya, Surabaya,
19 April 2016, pukul 14.00-15.00 WIB.
25 Affi Nurhadian, Hasil Wawancara Pengelola Zakat YDSF Surabaya, Surabaya,
19 April 2016, pukul 14.00-15.00 WIB.
26 Affi Nurhadian, Hasil Wawancara Pengelola Zakat YDSF Surabaya, Surabaya,
19 April 2016, pukul 14.00-15.00 WIB.
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Lembaga Amil Zakat YDSF menjalankan kebijakan ini sesuai
dengan surat keputusan peraturan direktur jenderal pajak nomor
PER-33/PJ/2011, yang menyatakan bahwasannya Lembaga Amil
Zakat YDSF Surabaya sebagai salah satu lembaga sebagai penerima
zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat
dikurangkan dari penghasilan bruto.27
Dari hasil wawancara peneliti kepada sepuluh muzakki di
YDSF Surabaya, tentang pengaruhnya terhadap muzakki dengan
diberlakukannya kebijakan pengurangan beban pajak penghasilan
bagi pembayar zakat di YDSF Surabaya. Peneliti dapat menarik
kesimpulan bahwasannya, menurut lima muzakki YDSF Surabaya
adanya kebijakan ini di YDSF Surabaya belum mempunyai
pengaruh yang besar bagi pembayar zakat terhadap beban pajak
yang mereka miliki. Karena beban pajak yang dikurangi oleh kantor
perpajakan tidak begitu besar.
Penutup
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui
perbedaan rata-rata jumlah muzakki di lembaga amil zakat YDSF
Surabaya sebelum dan sesudah adanya kebijakan pemotongan
27 Surat keterangan kelembagaan YDSF Surabaya.
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beban pajak penghasilan bagi pembayar zakat. Dan mengetahui
persepsi pendapat para muzakki lembaga amil zakat YDSF
Surabaya tentang kebijakan pemotongan beban pajak penghasilan
bagi pembayar zakat. Setelah melakukan penelitian dan
menganalisis hasil penlitiannya, maka peneliti dapat memberikan
beberapa kesimpulan:
1. Hasil analisa peneliti dengan metode kuantitatif adalah terdapat
perbedaan antara jumlah rata-rata muzakki sebelum adanya
kebijakan pengurangan beban pajak bagi pembayar zakat dan
setelah adanya kebijakan pengurangan beban pajak bagi
pembayar zakat di Lembaga Amil Zakat YDSF Surabaya. Pada
rata-rata tingkat muzakki sebelum adanya kebijakan
pengurangan beban pajak bagi pembayar zakat adalah 1,523.37
orang. Sedangkan rata-rata tingkat muzakki sesudah adanya
kebijakan pengurangan beban pajak bagi pembayar zakat
adalah 1,413.35 orang. Artinya, rata-rata jumlah muzakki
mengalami penurunan sesudah adanya kebijakan zakat sebagai
pengurang beban pajak bagi pembayar zakat.
2. Adapun hasil penelitian berdasarkan analisa kualitatif-deskriptif
menunjukkan bahwa 50% dari muzakki yang menjadi
responden berpersepsi bahwa kebijakan zakat sebagai
pengurang pajak bagi pembayar zakat  tidak memiliki pengaruh
yang nyata, dikarenakan mereka menilai jumlah pemotongan
masih tergolong sedikit.
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